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PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 
NOMOR KEP. 10 TAHUN 2012 

TENTANG 
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DAN KEARSIPAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi 
dalam penyusunan naskah dinas dan pengurusan 
surat sesuai dengan perkembangan organisasi Badan 
Meteorologi, Kliamtologi, dan Geofisika, dipandang 
perlu menata kembali jenis dan bentuk naskah dinas 
dan prosedur serta mekanisme pengurusan surat di 
lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 
2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5058);  
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3151); 

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika 
Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, 
Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan 
Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika 
Nomor: 007/ PKBMG.01/2006; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Umum Tata Naskah Dinas; 

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN 
TATA NASKAH DINAS DAN KEARSIPAN. 

Pasal 1 

Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 2 

Peraturan Kepala Badan ini merupakan pedoman bagi pejabat dan 
pegawai dalam menyusun naskah dinas dan pengurusan surat serta 
kearsipan yang digunakan di seluruh satuan organisasi/unit kerja di 
lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 
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Pasal 3 
Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Kepala Badan Nomor KEP.04 Tahun 2009 tentang Logo dan 
Penggunaan Cap Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nomor 
KEP. 003 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan 

b. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan ini. 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Desember 2012 
KEPALA BADAN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 
 
SRI WORO B. HARIJONO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Desember 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
AMIR SYAMSUDIN 
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